
BUPATI KOTABARU 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI KOTABARU 
NOMOR 7  TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 29 TAHUN 
2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

TAHUN 2021-2026 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOTABARU, 

Menimbang 

	

	a. bahwa dalam rangka perubahan nomenklatur perangkat daerah 

dan berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil 

Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah, perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Kotabaru Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis 

Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; 

a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 29 Tahun 2021 tentang 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; 

Mengingat 

	

	:  1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tenting Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II cii Kalimantan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 72, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1820); 
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2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4846); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

H. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa(Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54058) sebagaimana 

(Iiiibah dew!) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipin Keiji! (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 215, Tambahan Leinbarati Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 
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9. Undang-Unriang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan 

Dncrah (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali tcrakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tcntang Cipta. Kerja 

(Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601) ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rcncana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nornor 4817); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tatum 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
114, Trunbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5888)sebagalmana With dittbith dengan Peraturan Pemerintah 
Nornor 72 Tabun 2019 Ientang Peruhnhdn alas Peraturan 
Pernerintali Nomor IS Tatum 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Nvptiblik Indonesia Tabun 2019 Nornor 187, 

Tambahan Lentbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6402); 
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15. Punt uran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
PembinaandanPengawasanPenyelenggaraanPemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi 
Masyaralcat  dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6178); 

18. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata  Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

clan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pernbangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Pemerintah Ditera  (13eribt Negara Republik Indonesia 

Tahtin 2017 Nomor 1312); 
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23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 

Tahun 2018 Tenting Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

25. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi,  Kodefikasi,  dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 
2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 288); 

27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

29.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi 

Kalimantan Selatan 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17); 

30.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran 

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Ah1,4 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 

Tabun 2016 lentung Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Darral:  Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tabun 2019 

Nomor 3); 
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31.Peratu ran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Tata Cara Penyusunan Pcrcncanaan Pembangunan 

Daerah Kabupaten Kotabaru (Lem ba ra n Daerah Kabupaten 

Kotabaru Tahun 2005 Nomor 14); 

32.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2010 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 Nomor 05); 

33.Pcraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kotabaru Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 

tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4); 

34.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 3 Tahun 2019 

tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 3); 

35.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 12); 

36.Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 29 Tahun 2021 tentang 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita 

Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 29); 

MEMUTUSKAN 
 

Menctapkan PERATURAN BUPATI  TENTANG PERUBAHAN  ATAS PERATURAN 

B

UPATI KOTABARU NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA 

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026. 
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Pasal 1 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 29 
Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 
2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 
29) diubah scbagai berikut 

1. Ketentuan Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
(2) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Kotabaru. 

Ditetapkan di Kotabaru 
pada tanggal 21 

Marc{ 2422 

BUPATI KOTABAR 

S D JA tAR 

Diundangkan di Kotabaru 
pada tanggal 2I man+ 707,/ 

SEKRETARIS DAERAI-1 KABUPATEN KOTABARU, 

SAID AK11tv1A1D 

DAER.AI I KAIMPATEN KOTABARU 

TAI ION 2022 NOMOR 7 
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LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI KOTABARU 
NOMOR  TAHUN 2022 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI KOTABARU NOMOR 29 
TAHUN  2021 TENTANG 
RENCANA STRATEGIS 
PERANGKAT DAERAH TAHUN 

2021- 2026 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU 
NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS 

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021- 2026 

NO SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 
1  inspektorat 
2 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 
3 Badan Pengelola Keungan dan Aset Daerah 
4 Badan Pendapatan Daerah 
5 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 
6 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
8 Sekretariat Daerah 
9 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
10 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
11 Dinas Kesehatan 
12 Dinas Pekerjaan Vrnum dan Penataan Ruang 
13 Dinas Ketenagakerja.an dan Transmigrasi 
14 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan KB 
15 Dinas Lingkungan Hidup 
16 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
17 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
18 Dinas Perhubungan 
19 Dinas Komunikasi dan Informatika 
20 Dinas Koperasi, Perindusterian dan Perdagangan 
21 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
22 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 
23 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 
24 Dinas Perikanan 
25 Dinas Pertanian 
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26 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pcmadam Kebakaran 
27 Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan 
28 Dinas Ketahanan Pangan 
29 Dinas Sosial 
30 Rumah Sakit Umum 
31 Kecamatan Pamukan Utara 
32 Kecamatan Pamukan Barat 
33 Kecamatan Pamukan Selatan 
34 Kecamatan Sungai Durian 
35 Kecamatan Sampanahan 
36 Kecamatan Hampang 
37 Kecamatan Kelumpang Utara. 
38 Kecamatan Kelumpang Selatan 
39 Kecamatan Kelumpang Hulu 
40 Kecamatan Kelumpang Tengah 
41 Kecamatan Kelumpang Barat 
42 Kecamatan Kelumpang Hilir 
43 Kecamatan Pulau Sebuku 
44 Kecamatan Pulau Sembilan 
45 Kecamatan Pulau Laut Kepulauan 
46 Kecamatan Pulau Laut Selatan 
47 Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar 
48 Kecamatan Pulau Laut Barat 
49 Kecamatan Pulau Laut Tengah 
50 Kecamatan Pulau Laut Utara 
51 Kecamatan Pulau laut Sigam 
52 Kecamatan Pulau Laut Timur 

BUPATI KOTABARU, 
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